DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUFATEN BATANG
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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 37 /KEP/DPRD/2009
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BATANG NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUS| TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang - a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 188.3/287/2009 tanggal
2 Nopember 2009 perinal penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun 2009 dan untuk
melaksanakan keteniuan Pasal 113 Ayat (5) Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyai Daerah  Kabupaten Batang Nomor
170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diagendakan
pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai
mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang Nomor 4 Tahun 1999
Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai salah satu dari
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud
huruf a, telah dibahas Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam
Laporan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna
DPRD tanggal 28 Desember 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Batang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir;
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10.

. Undang-Undang Nomor 9 Tehun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat || Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Nzgara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimzna telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembarar Negara
Republik Indonesia Ncmor 4438);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat |l Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat |l Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

Peraturan Pemerintalh Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lernbarar. Negara Republik lidonesia 4139);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Re
Nomor 119,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4569);

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Republik Indonesia

13. Peraturan Pemerintan Nomor
Keuangan Daerah (Lembaran
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578);

14 Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang Nomor 4 Tahun
1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tirgkat |l Batang Nomor 5 Tahun 1999 Seri B

Nomor 2);

16. Feraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pukok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1),

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1

Seri E Nomor 1);

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor
170/10/.KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

KEPUT'JSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT CAERAH
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PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
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